
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.37, 2017 KEMENHUB. Penguji Berkala Kendaraan 

Bermotor. 
 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 156 TAHUN 2016 

TENTANG 

KOMPETENSI PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia tentang Kompetensi Penguji 

Berkala Kendaraan Bermotor; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun  2003  Nomor 39, Tambahan  Lembaran   Negara  

Republik Indonesia Nomor 4279); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan  

Lembaran   Negara  Republik Indonesia Nomor 5025); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 

Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang 

Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5310); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1296); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG KOMPETENSI PENGUJI BERKALA 

KENDARAAN BERMOTOR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penguji Kendaraan Bermotor adalah orang yang telah 

memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan 

bermotor. 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk 

pegawai secara nasional. 

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) 

adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

Instansi Pemerintah. 

4. Pegawai Swasta adalah Tenaga Kerja Swasta yang 

diangkat dengan perjanjian kerja oleh pimpinan 

perusahaan. 

5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau 

komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam 

rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik 

jalan. 

6. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang 

dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan 

bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang 

dioperasikan di jalan. 

7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan 

dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 
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8. Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor adalah 

jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan 

bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan 

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda 

kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor. 

9. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam 

bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan 

kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai 

dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan 

tanggung jawab penguji secara berjenjang yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 

10. Tanda Kualifikasi Kompetensi adalah tanda kualifikasi 

kompetensi penguji yang menunjukkan klasifikasi 

penguji berkala kendaraan bermotor, yang diberikan 

kepada setiap penguji kendaraan bermotor yang telah 

dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana 

tercantum di dalam sertifikat kompetensi penguji 

kendaraan bermotor, berdasarkan evaluasi yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

11. Strata adalah tingkatan kualifikasi tenaga penguji 

berkala kendaraan bermotor sesuai dengan wewenangnya 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor: SK.301/KP.0019/DRJD/ 1999 tentang 

Kriteria Kualifikasi Teknis Tenaga Penguji Berkala 

Kendaraan Bermotor jo.SK.177/AJ.108/DRJD /2001. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi :  

a. kriteria penguji kendaraan bermotor; 

b. jenjang, tugas, wewenang, dan tanggungjawab penguji; 

c. tata cara pemberian kompetensi penguji; 
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d. sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji 

berkala kendaraan bermotor; 

e. asosiasi profesi penguji kendaraan bermotor; 

f. pembinaan dan pengawasan; dan 

g. pelanggaran dan sanksi administratif. 

 

BAB II 

KRITERIA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 

 

Pasal 3 

(1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh 

penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian 

kendaraan bermotor secara berjenjang. 

(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus 

sebagai Pegawai ASN dan non ASN (pegawai swasta). 

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). 

(4) Penguji yang telah memiliki kompetensi dan berstatus 

sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai 

penguji kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

(5) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh 

penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian 

kendaraan bermotor secara berjenjang. 

(6) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus 

sebagai Pegawai ASN dan non ASN (pegawai swasta). 

(7) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). 

(8) Penguji yang telah memiliki kompetensi dan berstatus 

sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai 
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